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g PERATURAN DAERAH

| PERUBAHAN ATA
M kaBuPATEN BANGGA! NOMOR 8 TAHUN 2000 Fy}

TENTANG RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN




Menimbang

Mengingat

—1

';‘;T;JRAN DAERAH
AH
RETRIBUS] 71 GANGGBX Bfooo TENTANG

bahwa ketentqan F’asal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000
tentang_ Retpbus: lzin  Gangguan perlu  diadakan perubahan
dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2)

Undang - Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dagrah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahur 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; ]
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun
1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita_b
Undang — Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nggz)%r) 76, Tambahan Lembaran Negara
' ia Nomor ;

Sﬁg:ggk I—ndl(ﬂ?;ng Nomor 23 Tahun 199_7 tentanq Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesng Tahun 1997
Norgnor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699); i

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Und?ng-unda;?h ?fen:nok;a::n Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Retribusi D-aTe mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 41, a']:nana telah diubah dengan Undang.-Undang No\mor 34
3685) sebagal tang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tahu\nr\j200(§)r ’[2826 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2000 Nom :

Nomor 4048 );
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Me“etapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan D

%ﬂtang Retribusi Izin Gangguan (L
Seri B Nomor 11) diubah sebaga

D

10.

1.

12.

PERATURA
DAERAH KABUPATEN B

2

Ndan
den 9 Nomgy
€9ara  Republik Indonesia
» Ta
0m0f3686); Mbahan Lembaran Negara Republik

Omor 1q Tahup 2004 ¢

gara R
Nomor 43gg). ~* ' “™bahan Lemp °p

Undang = Undan
Daerah (Lembaran Ne ‘ Tar_]un 2004 tentang Pemerintahan
125, Tambanan Lembagrara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
sebagaimang telan diubar; Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Undang Nomor 12 Ta ah beberapa kali terajhir dengan Undang-
Undang-Un dang Nom Ug 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Daerah (Lembaran r32 Tahgn 2004 tentang Pemerintahan
59, Tambahan Lemp, €9ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
eraturan Pome tarzan Negara Republik Indonesia Nomor4844);.
Mengenai  Dar. ”ka Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Indonesia T pas Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Sla ahuq 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3338);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izan Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 23 Seri B Nomor Il);
Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Kewenangan ~ Kabupaten  Banggai (Lembaran  Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah 47).

entang  Pembentukan
ublik Indonesia Tahun
aran Negara Republik Indonesia

9 Nomor 3

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
Mocisy ANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

PASAL |

aerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor
em
berikut :
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" menjadi angka 1, 2, 3 4 Smélmp

Ketentuan BAB | Ketent,q, U

asal 1 hUruf
uhan berbunvi 508 3,b,c, d e, '

fo S, 10, 11, 12 k dan I diubah dan

» 15, 16 dan 17 sehingga

. Pa
Dalam Peraturan Daerah ip; yang dimakSud d sal 1
engan:
f, Daerah adalah Kabupaten, Bangga;: 48
9 peme?ntah Daerah adgjqp Kepal’a S
penyelenggara Pemerintangy e, - c'ah beserta Perangkat p i
3. Bupati adalah Bupatj Banggai; a ’ eerEN sebagai unsur
n Dewan‘Perwakilan Rakyat Dagerah yang selan
Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupatgnseam“tny_a disebut DPRD adalah Lembaga
Pemerintahan Daerah; Banggai sebagai unsur penyelenggara
5. Pejabat adalah Pegawgi yq, diberi o
dengan Peraturan Perundang g—] Undannégiaysarthnt?ntlukdlbldang PR GGG SR
6. Badan adalah sekumpylan or rlaky;
melakukan usaha maupun anan{g dan/atay modal yang merupakan kesatuan baik yang
erseroan komandiier yang Idgk melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
ﬁama dan dalam b tpirseroan lainnya, Badan Usaha ik Negara atau Daerah dengan
S entuK apapun, firma kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, ‘yayasan, organisiasi masa organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
1. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten banggai
8. Tempat Usahz_ﬂ adalah tempat - tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur
dalam suatu bidang usaha dengan maksud mencari keuntungan;
9. lzin Tempat Usaha adalah izin

yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum
terhadap semua tempat usaha yang ada di Daerah;

10. Izin Undang - Undang Gangguan (HO) adalah Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin

Undang - Undang Gangguan (HO) kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi
tersebut yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha yang lokasinya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Dagrah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;

12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah

13

14, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang

dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
: i tas kegiatan pemanfaatan ruang,
embinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan a g
Eenggunaanpsu%ber da)f)a alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
. : . i lestarian lingkungan;
melindungi kepentingan umum dan menjaga ke )
Waiib Re%ribups)i ada?ah orang pribadi atau badan yang ‘men'urut Peraturan Perundang
| Undjangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau

Pemotongan retribusi tertentu; di singkat SKRD adalah surat keputusan yang

Menentukan besarnya jumiah retriEu;LZ::éJ t;; l;taarn;g/;ng di singkat SKRDKB adalzh surat
- Surat Ketetapan Retribusi Daera

' ibusi terutang, jumlah kredit

a jumlah retnbu51' yang j 1 kredi

Ir(etp'létusan yanr? kmke nent;é(ﬁnp:;iaaf;ayranl pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi
€Urbusi, jumlah kekuran ) j N

Sz yang BSOS i) Tambahan yang di singkat SKRDKBT

oo urang Bayar : ibusi
.S;rat Ketetapan Retr|DUS|al?]ZeT;2n};muk§n tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ddalah surat keputusan Y

ditetapkan:
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1. gurat Tagihan Retribys; D
tagihan retribusi dan atay a?]i ya."g dising 4

dmlniStrasf b gat STRD adalah gy

"Upa bungg dan at untuk melakukan

atau den
Diantara  Pasal 4 dap p .

" gebagai berikut : a8 disisipkan Pasal 4t

pengecualian - Objek Retribys;
pemerintah Pusat maupun Pemer)(ntah Damrs 8N ZN Gangguan oleh pe tah, baik
merinta al

3. Ketentuan Pasal 9 ayat

1 .
sebagai berikut : (1) diubah gan ayat (2) di

dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi
. o Pasal 9

(1) Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) ditetapkan berdasarkan

a.Luas Ruang Tempat Usaha ;

01 M sld 10

M osid 20 e = ng 1500,
20 M sld 30 M = Ry 24000,
31 M2 s/d 45 M2 = Ry, 33_000’-
46 M2 s/ 60 M2 = Rp, 42_000:-
61 M2 s/d 80 M = Rp. 54.000-
81 M2 s/d 100 M2 = Rp, 66.000-
101 M2 s/d 150 M2 = Rp. 84.000-
151 M2 s/d 200 M2 = Rp. 102.000.-
201 M2 s/d 250 M2 = Rp. 120.000,-
251 M2 s/d 300 M = Rp. 138.000,-
301 M2 s/d 400 M2 = Rp. 162.000,-
401 M2 s/d 500 M2 = Rp. 186.000-
501 M2 s/d 750 M2 = Rp. 216.000-
751 M2 s/d 1.000 M2 = Rp. 246.000-

b. Indeks Gangguan :

Rp. 800/ meter,
Rp. 650 / meter dan
Rp. 500 / meter.

1. Indeks Gangguan Tinggi / Besar
2. Indeks Gangguan Sedang
3. Indeks Gangguan Rendah

C. Indeks Lokasi :
1. Indeks Lokasinya Besar / Tinggi gg ggg; gg}g::
2. Indeks Lokasi Sedang Rp. 500 / meter.

3. Indeks Lokasi Rendah

(2) Dihapus
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1) Wajib_retribusi yang  figq) -
i aksanak "
pada Pasal 9 sehingga meryq; an kewa ‘
lama 3 (tiga) bulan atay dendl;glk?-n Keuangan Daereilr?ad?nya sebagaimana - tercantum
) Tindak Pidana sebagaimang dir?:;}l(r;g é) anyak Rp, 50,000 Ooi)n(cfiﬂapgj aln}a] Jkurungan e
: . 5 u i
(3) Denda sebagaimana dimaksyq padg a?:? 6(11?5’& (1) adalah PE|anggar;n uta Rupiah)

langsung ke Kas Daerah, Merupakan penerimaan daerah dan disetor

3. Diantara BAB XVII dan BAB Xyl i<
eseluunan berbuny sebaga iy, P S48 XVIA tan Pasel 23, seingga

BAB XVIIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, se

. mua izin yan i
masih tetap berlaku sampai berakhimya zi 43 yang telah dikeluarkan sebelumnya

ng bersangkutan.

Pasal li

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Dagrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan  di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

‘BUPATI

NGGAI,

MA'MUN AMIR

/P"_igndangkan di Luwuk

M\Ri“%&' 7 Agustus 2009

g

e

KIS\DAERAH KABUPATEN

' NOMOR 17
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009
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